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Abstrak
 

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis, pendekatan historis, dan

pendekatan komparatif. Kewenangan pemberian grasi oleh Presiden yang terdapat dalam Pasal 14 ayat (1)

UUD 1945 merugikan korban, termasuk keluarga korban dan masyarakat, karena korban sebagai pihak yang

paling dirugikan tidak memiliki peran apapun dalam pengambilan keputusan pemberian grasi. Konsep

pemberian pengampunan yang tidak mengabaikan hak korban kejahatan adalah konsep pemberian

pengampunan yang sesuai dengan hukum Islam dan hukum adat. Berdasarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959,

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, serta Pasal 29 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945,

Syariat Islam wajib diberlakukan terhadap orang Islam. Kewenangan pemberian grasi oleh Presiden

bertentangan dengan konsep pemaafan terhadap tindak pidana hudud, qishash dan diyat dalam Syariat Islam,

tetapi tidak bertentangan dengan konsep pemaafan terhadap tindak pidana ta'zir. Kewenangan tersebut juga

tidak sesuai dengan konsep negara republik yang berintikan demokrasi sebagai lawan dari kediktatoran,

serta sistem pemerintahan presidensiil yang memberikan kewenangan kepada kepala negara sekaligus

sebagai kepala pemerintahan yang memungkinkan terjadinya campur tangan kekuasaan eksekutif terhadap

putusan hakim yang bertentangan dengan teori pemisahan kekuasaan. Tujuan negara hukum, pembentukan

konstitusi, dan pemisahan kekuasaan diantaranya mencegah perbuatan sewenang-wenang penguasa dan

menjamin hak-hak rakyat. Kewenangan pemberian grasi oleh Presiden selain membuka peluang terjadinya

kesewenang-wenangan, juga melanggar hak asasi manusia, diantaranya hak korban, termasuk keluarga

korban dan masyarakat. Hak memperoleh keadilan dan hak beragama menekankan bahwa konsep pemberian

pengampunan harus memperhatikan korban dan pelaku kejahatan secara seimbang. Pasal 14 ayat (1) UUD

1945 dan UU tentang Grasi harus disesuaikan agar tidak bertentangan dengan Pembukaan UUD 1945 dan

Konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terdapat dua alternatif konsep dalam merumuskan dan/atau

mengubah peraturan perundang-undangan terkait dengan grasi yakni konsep unifikasi hukum dan konsep

pemisahan hukum. Pemberian pengampunan terkait dengan tindak pidana hudud dan qishash tidak boleh

bertentangan dengan hukum Islam bagi orang Islam, dan hukum adat bagi orang non-Islam. Terkait dengan

tindak pidana ta'zir, kewenangan pemberian pengampunan sebaiknya diberikan kepada hakim agar sesuai

dengan tujuan negara hukum, pembentukan konstitusi, dan pemisahan kekuasaan.

......This research using normative law research with juridical approach, historical approach, and

comparative approach. The authority of pardon granted by President regulated in Article 14 paragraph (1)

Constitution 1945 is giving great loss to the victim, including their family and to the society, since the

victim as the most suffering side has no role in the process of pardon. Pardon concept where the rights of

victim were not neglected is appropriate with Islamic law and Adat law. According to President Decree July
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5th, 1959, Preambule of Constitution 1945, and Article 29 paragraph (1) and (2) of Constitution 1945,

Islamic syariah shall applicated to all muslim. The authority of pardon granted by President is contradicted

with the concept of pardon as in Hudud criminal act, Qishash, and Diyat in Syariah, but not contrary to

Ta?zir criminal act. Those authority also not suitable with the Republic State concept with democracy as the

core as the opponent of dictatorship, and Presidential government system which giving the authority to the

head of state as well as to the head of government which make the executive power participate in judicial

verdict which make it contrary to the theory of power separation. The aim of law state, formation of

constitution, and separation of power are made to restrain arbitrariness of the ruler and ensure the rights of

people. The authority of pardon granted by President, besides open the opportunity for arbitrariness also

contravene with human rights, some of them are victim rights, including their family and society. Right to

obtain justice and Right in religion emphasize the concept of pardon must giving equal position to the victim

and the perpetrator as well. Article 14 paragraph (1) Constitution 1945 and Pardon Act shall be adjusted to

make sure it will not contradicted with Preambule of Conitution 1945 and the concept of Negara Kesatuan

Republik Indonesia. There are two alternative concepts for the formulation and/or regulation amendment of

pardon, they are unification and separation of law concepts. Pardon related to Hudud criminal act and

Qishash should not be contradicted with Islamic law for muslim, and Adat law for non-muslim. While

related to Ta'zir criminal act, the authority of pardon shoud be given to judges to ensure the aim of law state,

formation of constitution, and separation of power


